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ABSTRAK 

Indonesia sebagai Negara demokratis memiliki sistem ketatanegaraan  yaitu 

lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif 

memiliki peran yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, 

oleh karenanya perlu ada suatu pengawasan terhadap pemerintah untuk 

terwujudnya check and balances.  Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut 

diperlukan suatu lembaga yudisial atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang 

berada di bawahnya, salah satunya adalah dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha.  

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lingkup peradilan 

yang ada di Indonesia dan diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara 

pemerintah dengan warga negaranya, yakni sengketa atau sengketa yang timbul 

sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar 

hak-hak warga negaranya. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan 

badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan 

tata usaha negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata 

tersebut. Objek dari sengketa tata usaha negara ialah adanya suatu keputusan tata 

usaha negara yang dikeluarkan oleh lembaga tata usaha negara atau pemerintah 

atau keputusan dari aparat pada lembaga tata usaha atau pemerintah tersebut. 
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Penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara merupakan 

wewenang yudikatif dari Peradilan Tata Usaha Negara. 

Nota Pemeriksaan Dinas Ketenagakerjaan diterbitkan oleh Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam 

menegakkan hukum perburuhan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Atas dasar hukum tersebut, maka Nota Pemeriksaan 

memiliki kekuatan hukum mengikat yang menimbulkan akibat hukum, sebagai 

bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Status 

final dan binding menjadi penting melekat dalam Nota Pegawai Pengawas, dalam 

rangka menjamin pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Sebagaimana 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012. Dalam pertimbangan 

hukumnya, MA menilai Nota Pemeriksaan Nomor : 560/02/NP/VI/2011 tanggal 20 

Juni 2011 dan Nota Pemeriksaan II, Nomor : 560/03/NP/VI/2011 tanggal 24 Juni 

2011, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau 

Bau, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena putusan Mahkamah 

Agung tersebut maka Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas merupakan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang bersifat final and binding, sehingga jika tidak 

dilaksanakan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. 
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Indonesia as a democratic state has the constitutional system, namely the 

executive, legislative and judicial. From three institutions, executives have the 

greatest role when compared to other institutions, therefore, there needs control on 

the government for the establishment of checks and balances. To control the 

executive power is needed a judicial body or the judiciary. In connection with the 

judicial power under Article 24 UUD 1945 and UU No.4 of 2004 concerning the 

powers of Justice stated that the judicial power is implemented by  MA and Judicial 

bodies were underneath, one of which is within the PTUN. 

PTUN, which is one of justice in Indonesia and was created to resolve 

disputes between the government and citizens, the dispute or disputes arising as a 

result and the government actions that violate the rights of its citizens. State 

administrative disputes are disputes arising in the field of state administration 

between persons or entities with a civil law entity or state administrative official as 

a result of the issuance of a decision of the state administration in violation of the 

rights of people or entities of the civil law. The object of the dispute is the existence 

of a state administrative state administrative decisions issued by the institution of 

the state administration or the government or the decisions of officials in 

administrative agencies or the government. Settlement of disputes that arise in the 

field of state administration is the judicial authority of the PTUN. 

Memorandum issued by the Labour Inspection Agency Employee labor 

inspectors in order to carry out its authority in enforcing labor laws, as well as the 

provisions of Article 176 of the Employment Act. On the basis of this law, the 

Memorandum of Investigation have binding force which creates legal effect, as part 
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of the implementation of labor legislation. Status final and binding become 

important inherent in the Memorandum of Supervisory Employees, in order to 

ensure the implementation of labor laws. As the Supreme Court Decision No. 363 K 

/ TUN / 2012. In its legal considerations, MA assess Memorandum of Investigation 

No. 560/02 / NP / VI / 2011 dated June 20, 2011 and Memorandum Examination II, 

No. 560/03 / NP / VI / 2011 dated June 24, 2011, published by the Social Service 

Workers Manpower and Transmigration Bau-Bau, an administrative decision. 

Therefore, the MA decision, the Memorandum of Employees Supervisory Inspection 

is an administrative decision that is final and binding, so if not carried out may be 

requested execution to the court. 
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